
; BUEAn EAOTAN 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
; NOMOR 31 TAHUN 2013 

I TENTANO 

TATA CARA PELAKSANAAN TENDER KERJASAMA PEMANFAATAN 
KAWASAN WISATA PANTAI TELENG RIA 

DENGAN RAHBfAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 
f 

Menimbang : a. bahwa barang mil ik daerah berupa kawasan wisata 
. pantai teleng ria sudah tidak dipci^unakan daleim 

menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsl satuan . 
kerja perangkat daerah sehingga dapat dioptimalkan 
melalui kerjasama pemanfaatan; 

b. bahwa pemanfaatan kawasan wisata pantai teleng ria 
dengan pola kerjasama pemanfaatan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan 
barang mil ik Negara / daerah sebagaimana diubah 
dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 
dan Pasal 38 ayat (1) huru f b Peraturan Menteri 
Dalam Ncgeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman • 
Tehnis Pengelolaan Barang Mil ik Daerah, 
dilaksanakan melalui tender; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 
(2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 
2006 tentang pengelolaan barang mil ik Negara / 
daerah sebagaimana telah diubah dengan jjcraturan 
Pemerintah Nomor 38 tahun 2008, dan Pasal 6 ayat 
(1) huru f a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan 
Barang Mil ik Daerah, kepala daerah selaku Pemegang 
kekuasaan pengelolaan baremg mil ik daerah 
mempunyai wewenang menetapkan kebijakan 
pengelolaan barang mil ik daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huru f a, huru f b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan 
Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria; 



1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan 
Praktek MonopoU dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3817) ; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-imdang Nomor 12 tahun 2008 
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Mil ik Ncgara/Dacrah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 
2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang 
Mil ik Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 
2009 tentang Pengelolaan Barang Mil ik Daerah; 

9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Mil ik Daerah; 

) 
( 

I MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN TENDER KERJASAMA PEMANFAATAN 
KAWASAN WISATA PANTAI TELENG RIA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
* 

Pasal 1 
Dalam Peraturan in i yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, 

3. Bupati adalah Bupati Pacitan. 

4. Pengelola barang mil ik daerah selanjutnya disebut pengelola barang 
adalah Sekretaris Daerah. 

5. Barang mil ik daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya 
yang sah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pacitan. j 

7. Pemanfaatan adalah pcndaj^gunaan barang mil ik daerah yang tidak 
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, 
kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna 
dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

t 
8. Kerjaseima pemanfaatan yeing selanjutnya disebut KSP adalah 

pendayagunaan atas tanah dan/atau bangunan oleh Mitra KSP dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dalam rangka 
peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan 
sumber pembiayaan lainnya. 

9. Kawasan wisata pantai teleng ria adalah tanah mil ik Pemerintah 
Daerah dengan batas tertentu yang terletak di Kelurahan Sidoharjo 
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

10. Tender adalah metode pcmilihan Mitra KSP secara terbuka yang dapat 
d i ikut i oleh badan usaha yang memenuhi syarat. 

11. Badan usaha adalah badan usaha swasta bcrbcntuk Pcrscroan 
Terbatas. ; 

12. Mitra KSP adalah pihak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
sebagai mitra kerjasama melalui proses tender untuk melaksanakan 
kerjasama pemanfaatan kawasan wisata pantai teleng ria. 

13. Afiliasi adalah i hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang 
dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang 
sama yaitu dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh 
perseratus). 

14. Keadaan kahar ' a tau Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang 
dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat 
diatasi oleh Pihak yang mengalaminya yang antara lain adalah sebagai 
berikut: bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan/hum-
hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, peraturan 
dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat di tuntut . 



i 
I 
1 

i 
I 

\ B A B n 
j MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) Maksud ditetapkannya tata cara pelaksanaan tender KSP Kawasan 

Wisata Pantai Teleng Ria adalah sebagai acuan pelaksanaan tender 
KSP barang mil ik daerah; 

(2) Tujuan ditetapkannya tata cara pelaksanaan tender KSP Kawasan 
Wisata Pantai Teleng Ria adalah agar dalam pelaksanaan tender KSP 
Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, menggunakan mekanisme yang 
jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan barang. 

BAB n i 
KEBIJAKAN UMUM PEMANFAATAN 

j Pasal3 
Kebijakan umum dalam pemanfaatan barang mi l ik daerah adalah: 

i 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas pelaksanaan tugas 

dan fungsi Pemerintah Daerah serta membantu Pemerintah Daerah 
dalam penyediaan lapangan pekeijaan; 

b. Meningkatkan pertumbuhan ckonomi daerah melalui kegiatan 
investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh Mitra 
KSP dalam pemanfaatan barang mil ik daerah; 

c. Meningkatkan penerimaan daerah baik melalui kontribusi tetap, 
maupun pembagiein hasil keuntungan; 

d. Memberikan jaminan keamanan barang mil ik Daerah. 
i 

BAB rv 
OBJEK DAN JANGKA WAKTU KSP 

i 
Pasal 4 

t 

(1) Objek KSP adalah tanah dan bangunan d i "Kawasan Wisata Pantai 
Teleng Ria". | 

(2) Objek KSP berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut: • 

NO . LOKASI NO SERTIFIKAT LUAS 

1. Lingkungan Teleng Ria AD 393112 28.432 m2 
2. Lingkungan Teleng Ria AD 393113 34.730 m2 
3. Lingkungan Teleng Ria AD 393114 63.148 m2 
4. Lingkungan Teleng Ria AM 396801 4.600 m2 
5. Lingkungan Teleng Ria 

i 
AG 914438 4.091 m2 

135.001 m2 



t 
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(3) Objek KSP berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut: 

N O RANflllNAN UNIT 
1 T?iiQnfT Pî TT̂ Ai* pTV̂ Hn̂ ^ U/icata ITnfTcnilŝ Ti 

IXucLll^ r^ctiiiCi r̂ lLfUUî  WlacLLci LJli^^Ll.icuI o — i — —-—. 
o 

U T C I Z C L H J ^ /llllUoCIIlCllL rcuK. ̂ ICC L̂UJ 
— i — — — 

C 
O \ĵ cizcuu o /unuocniciiL i C IXK . ( I C & L U I 

D VJTaĵ LKy *T /UIlUoClllCIIL i cil *V (lCoLU| — 1 — " 
7 ucud-HJ O /AlliUoCliiCIiL Î CU iV llCoL\J| — ^ — 
Q o O Q T ^ V W ^ ft Armî pTTî »T*it Pi^rlf frp^tn^ — — 
Q —_—. 
i n fift^plirt ft AtT*iiQPtnPTif P^irt /r^ f̂f̂ l 
11 
1 X 

fia^pKn Q Amii^pmpnt Part frp^tr^\ — J — —_—. 
19 f»Pr1iir̂ cf RavTXffltph 

— 1 — 
1 a — I — 

1 c 1 o JVHiricir Olid a ^ z 

17̂  IVlUS rclb<ir JK.CU1 lllctaoA. 7 
17 AJUo pcrLUJvUoII — i — ' 
1 ft — i — — — 

9n 
au 

RAncVi/̂ ld \xnca1'a oip 7 
91 PartfrmiT^rf <;cicrrfeip rMinova It^liiQ r1a1afnaf'̂ l — i — — — 
99 aa Octll^LIIlall yCil̂ CiUiocXIX ocUiipoli 
Oft ao f^UoJl^ flK̂ k LĈ IilLlcLXlfLUIiCL UcUL IILLimivJia — 1 — " 
oa CAlfAr tir\P 1 10 

A V ao Qplfpr fif^p O 
9fi au OCiLCl LipC O 7 
07 
a / 

iUiiCL 7 
Oft 
ao 

iouci wisaia. air -. 
OQ 
ay 

1 rlDunc 
ftn l^rtlotn t*ptiatirf /iPUfQCQ A-Uiaill ICIiail^ UCWaoa 
ft! ivoxam rci ia i i^ cuiajc — i — ' 
oa — J — 
33 Loket water park 
34 Mushola water park 
35 Toilet water park 
36 Kios pedagang kaki l ima 
37 Area parkir 
38 Pintu gerbang dan loket 
39 Water boomT:10 M, L:0,9 M, P: 50 M 
40 Kios pedagang 
41 Air mancur 
42 Cotage Happy Bay 13 

(4) Peta lokasi Objek KSP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I Peraturan in i . ; 

i 
I 

f 
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Pasal 5 

t 
I 

(1) Jangka waktu KSP 30 (tiga puluh) Tahun sejak penandatanganan 
perjanjian KSP dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhit img sejak 
penandatangan2in perjanjian KSP adalah merupakan jangka waktu 
operasional. 

BAB V 
PELAKSANAAN TENDER 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 6 

(1) Untuk menetapkan mitra KSP kawasan wisata pantai teleng ria, 
dilaksanakan melalui proses tender. 

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan. 
memenuhi prinsip transparansi, kompetisi dan akuntabel. 

(3) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d i ikut i minimal 5 (lima) 
peserta/peminat. 

(4) Dalam hal peserta tender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kurang dari 5 (lima), maka dilakukan pengumximan ulang. 

(5) DeJam hal setelah pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) di lakukan, peserta tender kurang dari 5 (lima) dan lebih dari 
1 (satu), maka proses tender dilanjutkan. 

(6) Dalam hal setelah pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) di lakukan, peserta tender hanya 1 (satu), maka penetapan 
mitra KSP dilakukan dengan penunjukan langsung. 

I P a sa l? 

(1) Tender KSP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Pengumuman tender; 
b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen; 
c. penjelasan is! dokumen; 
d. Pemasukan permohonan; 
e. Penutupan pemasukan permohonan; 
f. Evaluasi permohonan; 
g. Usulan pemcnang tender; 
h . Penetapan pemenang tender; 
i . Pengumuman pemenang tender; 
j.Sanggahan; dan 
k. Penandatanganan perjanjian KSP dan penyerahan pemanfaatan. 
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(2) Tahapan pelaksanaan tender KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huru f h dan k dilaksanakan oleh Bupati. 

(3) Tahapan pelaksanaan tender KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huru f a, b, c, d, e, f, g, i , dan j dilaksanakan oleh panitia tender. 

(4) Semua surat j menyurat terkait dengan pelaksanaan tender 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Cq. 
Panitia tender. ': 

t 
Bagian Kedua 

! Panitia Tender 
! 
i 

Pasal 8 
i 

(1) Pelaksanaan pcmilihan mitra KSP melalui tender dilaksanakan oleh 
Panitia tender yang ditetapkan Bupati. 

(2) Panitia tender berjumlah 7 (tujuh) orang. 
(3) Panitia tender mempunyai tugas: 

a. Menerima, meneliti, dan mengevaluasi secara administratif, teknis 
dan harga terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon; 

b. Meneliti dan mengevaluasi surat permohonan yang diajukan 
peserta ycmg berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, 
besamya kontribusi dan hal-hal Iain yang dianggap perlu sesuai 
bentuk pemanfaatannya; 

c. Melakukan penelitian lapangan; 

d. Membuat berita acara hasil evaluasi; 

e. Memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada 
Bupati ; j 

f. Menyiapkan surat jawaban penolakan atau pcrsetujuan 
pemanfaatan dari Bupati tentang persetujuan pemanfaatan; 

g. Menyiapkan^ keputusan Bupati tentang penetapan pemenang; dan 

h . Menyiapkan surat perjanjian, berita acara serah terima. 

(4) Dalam melaksanakan penilaian kajian usaha, panitia tender dibantu 
oleh tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati. 

i 

Bagian Ketiga 
Peserta Tender 

Pasal 9 

Peserta tender KSP. Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria adalah Badan 
Usaha. ! 

i 

1 

J 

i 
i 



Baglan Keempat 
\ Peagumuman Tender 

\ Pasal 10 

i 

(1) Pcnitia tender mcngumumkan secara terbuka pclaksanaein tender 
KSP melalui: ; 

a. 1 (satu) media massa Nasional; 
1 

b. website Pemerintah Daerah; dan 
c. Papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah. 

(2) Masa pengumuman dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 7 
(tujuh) hari kalender. 

(3) Pengumuman d i media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huru f a dilakukan 1 (satu) kal i di awal pengumuman. 

I Bagian Kelima 
Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Tender 

1 Pasal 11 
i 

(1) Pendaftaran dan pengambilan dokumen oleh calon peserta tender 
dilaksanakan d i Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Pacitan. 

(2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilaksanakan sejak tanggal 
pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari setelah tanggal 
pengumuman tierakhir, pada pukul 09:00 WIB sampai dengan 14:30 
WIB I 

(3) Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dilakukan oleh 
pimpinan perusahaan atau dapat diwakilkan dengan surat kuasa. 

(4) Dalam ha l pendaftaran dan pengambilan dokumen tender diwakilkan 
dengan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima 
kuasa harus tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya . 

(5) Syarat pendsiftaran dan pengambilan dokumen dengan 
menunjukkan: ; 
a. Kartu identitas pendaftar; 
b. Surat kuasa dari direktur perusahaan bermaterai Rp 6.000,00 

(enam ribu rupiah) apabila diwakilkan; dan 
c. SHIP asli bidang usaha pariwisata non kecil, sub bidang 

pengelolaanbbjek/kawasan pariwisata. 
(6) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam 

mendaftar dan mengambil dokumen tender. 
(7) Dokumen tender diambil dalam bentuk cetakan berstempel asli yang 

terdiri dari: 
a. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Tender 

Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria; 
b. Keputusan Bupati tentang konsep dan jangka weiktu pelaksanaan 

pengembangan kawasan; 
c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Kontribusi Tetap 

dan kenaikannya, B a ^ Hasil Keuntungan; dan 
d. Jadwal dan contoh bentuk dokumen kelengkapan tender yang 

ditetapkan panitia tender. 
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Bagian Keenam 
\ Penjelasan Dokumen Tender 
i 

Pasal 12 

(1) Pemberian penjelasan dilakukan d i Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan 

(2) Pemberian penjelasan dilaksanakan pada har i terakhir pendaftaran. 
(3) Penjelasan dokumen tender dilakukan oleh panitia tender dan dapat 

melibatkan tenaga ahli , konsultan, dan/atau SKPD terkait yang 
ditunjuk, serta dihadiri oleh para peserta yang terdaftar dan telah 
mengambil dokumen. 

(4) Ketidakhadiran peserta pada saat Pemberian Penjelasan tidak dapat 
dijadikan dasar un tuk menggugurkan peserta. 

(5) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan 
menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Panitia 
Tender. 

(6) Apabila dipandang perlu, Panitia Tender dapat memberikan 
penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan ke 
lokasi objek KSP dengan biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh 
peserta. ' 

Bagian Ketqjuh 
Penyampaian Permohonan dan Jaminan Permohonan 

! Paragraf I 
; Penyampaian permohonan 
i 

Pasal 13 
» 
I 

(1) Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati Cq. Panitia tender. 

(2) Kelengkapan permohonan terdiri dari: 
a. Asli pakta integritas 
b. Copy akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (jika 

ada perubahan); 
c. Asli kctcrangan domisili; 
d. Copy identitas pimpinan perusahaan; 
e. Copy i j in Usaha (SIUP bidang usaha Pariwisata non kecil, sub 

bidang pengelolaan objek/kawasan pariwisata); 
f. Copy NPWP; 
g. Copy SPT Tahun terakhir; 
h . Copy SPP Masa 3 bulan terakhir; 
i . Copy identitas penandatangan permohonan (jika diwakilkan); 
j . AsU surat kuasa (jika diwakilkan); 
k. Asli surat pemyataan tidak pailit; 
1. Asli sural pemyataan tidak masuk daftar hitam perusahaan; 
m. Asli surat pemyataan tidak dalam pengawasan pengadilan; 
n. Asli surat pemyataan kesanggupan memperkerjakan kembali 

para pekerja pada objek kerjasama; 
o. Asli surat pemyataan kesanggupan memprioritaskan penempatan 

para pedagang yang telah ada pada objek kerjasama; 



p. Asli surat pemyataan kesanggupan memberikan corporate socml 
responsibility; 

q. Asli surat permohonan; 
r. Asli lampiran nilai kontribusi tetap; 
s. Asli lampiran nilai kenaikan kontribusi tetap pada tiga tahun 

sekali; { 
t. AsU lampiran nilai bagi hasil keuntungan; 
u . AsU lampiran nUai pengembangsm kawasan; 
V. AsU lampiran jangka waktu/tahapan pengembangan kawasan; 
w. Copy bukt i setor jaminan permohonan; 
X. Copy dokumen kerjasama perusahaan atau afiUasinya; 
y. AsU dokumen isian data perusahaan; 
z. Rekening koran pemsahaan; 
aa. Copy neraca perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit; 
bb. Dokumen kajian Besaran kontribusi tetap; 
cc. Dokumen kajian kenaikan kontribusi tetap tiga tahun sekali; dan 
dd. Dokumen kajian bagi hasU keuntungan. 
ee. Surat pemyataan kebenaran dokumen. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 
secara langsung kepada panitia tender d i Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan 

(4) Penyampaian permohonan dUaksanakan secepat-cepatnya 7 (tujuh) 
hari setelah penjelasan, selambat-lambatnya pukul 14:30 WIB. 

I Paragraf 2 

I Jaminan Permohonan 

j Pasal 14 

(1) Jaminan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 
(2) huru f w sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus ju t a mpiah) dan 
disetorkan ke / rekening panitia tender scbclum memasukkan 
permohonan. 

(2) Bukt i setor jaminan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diserahkan kepada panitia tender sebagai kelengkapan dokumen 
permohonan. \ 

(3) Pendapatan bunga dan keuntungan Iain-lain sebagai akibat 
penempatan uang dalam rckening panitia, menjadi pendapatan 
daerah dan disetor ke rekening kas umum daerah setelah 
pelaksanaan tender selesai. 

(4) Jaminan permohonan diambil oleh peserta sesuai dengan ni lai awal 
pada saat penandatanganan KSP. 

Bagian Kedelapan 
Penutupan Pemasukan Permohonan 

t 
Pasal 15 

(1) Panitia tender \ menutup pemasukan permohonan pada tanggal 
terakhir penyampaian permohonan pukul 14:30 WIB. 

( 
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(2) Penutupan pemasukan permohonan dituangkan dalam berita acara 
yang memuat nama peserta yang memasukkan permohonan, jumlah 
permohonan yang masuk. waktu penutupan. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani 
oleh panitia dan minimal 1 (satu) orang wakil dari peserta, 

(4) Dalam hal tidak ada peserta yang hadir, berita acara penutupan 
ditandatangani oleh panitia. 

t 

J 
I Bagian Kesembilan 

Evaluasi Permohonan 

Pasal 16 

(1) Panitia tender melakukan evaluasi permohonan yang mcliputi : 

a. Evaluasi administrasi; dan 

b. Evaluasi teknis dan harga. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) hari kalender. 

(3) Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi dalam 
hal diperlukan.' 

I Pasal 17 

(1) Penilaian evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur, 
(2) Tata cara evaluasi administrasi adalah sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran 11 Peraturan in i . 

i 

[ 
i Pasal 18 
i 

(1) Penilaian evaluasi teknis menggunakan sistem pembobotan nilai 
(merit poin). i 

(2) Penilaian atas kajian kontribusi tetap dan kenaikannya, serta bagi 
hasil keuntungan dilakukan oleh panitia tender dan tenaga ahli yang 
ditetapkan. 1 

(3) Tata cara evaluasi teknis adalah sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran 11 Peraturan in i . 

I 
; 

[ 

I Pasal 19 

(1) Hasil cvaluasi pcnnohonan peserta d iurut berdasarkan pcringkat 
nilai yang tertmggi. 

(2) Dalam hal tcrdapat ni lai yang sama. maka pemenang tender 
diutamakan bagi peserta yang mempunyai pengalaman tertinggi di 
bidang pengelolaan objek/kawasan wisata. 

i 
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Bagian Kesepuluh 
: Klariflkasi 

I Pasal 20 

Klariflkasi di lakukan dalam ha l peserta tender hanya 1 (satu). 

Bagian Kesebelas 
Penetapan dan Pengumuman Pemenang 

I Pasal 21 

(1) Berdasarkan hasil cvaluasi permohonan atau klarifikasi, panitia 
tender menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati disertai dengan 
penjelasan tentang hasil pelaksanaan tender. 

(2) Berdasarkan hasil evaluasi permohonan atau klarifikasi yang 
disampaikan oleh Panita Tender sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bupati menetapkan Keputusan tentang pemenang tender KSP 
kawasan wisata pantai teleng ria. 

(3) Dalam hal pemenang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2); mengundurkan dir i , maka ditetapkan pemenang 
berdasarkan urutan nilai yang telah ditetapkan. 

(4) Pemenang yang mengundurkan d i r i sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), dikenakan sanksi; 

a. Jaminan permohonan disetorkan ke kas umum Daerah; 

b. Dimasukkan ke daftar hitam perusahaan; 

c. Dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
dan I 

d. Dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

(5) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pemenang tender 
sebagaimana dimsdcsud pada ayat (2), panitia tender mengumumkan 
pemenang tender. 

(6) Panitia Tender mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 
dan 2 (apabila ada) d i website dan papan pengumuman resmi un tuk 
masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya: 
a. nama dan alamat calon mitra; dan 
b. hasil evaluasi tender un tuk seluruh peserta yang dievaluasi. 

Bagian Keduabelas 
Sanggahan 

Pasal 22 

(1) Peserta tender yang dirugikan karena ada indikasi rekayasa yang 
mengakibatkan teijadinya persaingan tidak sehat dapat mengajukan 
sanggahan secara tertuUs kepada Bupati Cq. Panitia Tender. 

(2) Masa sanggah dilaksanakan selama 3 (tiga) har i kerja. 



I 
t 

(3) Pengajuan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 
menyerahkan jaminan sanggahan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh j u t a rupiah). 

t 

(4) Jaminan sanggahan sebagEiimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan 
oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat). 

(5) Dalam hal sanggahan dinyatakan benar, jaminan sanggahan 
dikembalikan kepada pihak penyanggah dan Bupati memcrintahkan 
agar panitia tender melakukan proses tender ulang. 

(6) Dalam hal sanggahan dinyatakan tidak benar, jaminan sanggahan 
disita dan disetor ke kas daerah. 

i 

\ Bagian Ketigabelas 
Tender Gagal 

Pasal 23 

(1) Tender gagal apabila: 
a. Pada pengumuman pertama, jumlah peserta yang memasukan 

Dokumen Permohonan kurang dari 5 (lima) peserta; 
b. tidak ada permohonan yang lulus evaluasi; 
c. dalam cvaluasi permohonan ditemukan bukti/indikasi tcrjadi 

persaingan tidak sehat; 
d. sanggahan |dari peserta atas pelaksanaan tender yang tidak 

sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan 
tentang barang mil ik daerah temyata benar; 

e. pengaduan; masyarakat adanya dugaan KKN temyata benar; 
dan/atau • 

f. calon pemcnang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 
mengundurkan dir i . 

(2) Pemyataan tender gagal ditetapkan oleh Bupati. 
i 

(3) Setelah tender dinyatakan gagal, maka Panitia Tender 
memberitahukan kepada seluruh peserta. 

j 

(4) Setelah pemberitahuan adanya tender gagal, maka Panitia Tender 
yang ditugaskan melakukan tender ulang. 

i 

j BAB VI 
; PERJANJIAN KSP 

Bagian Pertama 
Bentuk Naskab KSP 

Pasal 24 

(1) perjanjian KSP sekurang-kurangnya memuat : 

a. Para pihak yang menandatangani kontrak/perjanjian yang meliputi 
nama, alamat dan jabatan; 

i 

f 

I 



b. Objek kerjasama yang meliputi identitas/data tentang tanah 
dan/atau bangunan; 

c. Hak dan kewajiban para pihak; 
d. Kontribusi tetap, bagi hasil keuntungan, nilai dan jangka waktu 

pelaksanaan pengembangan kawasan, kenaikan kontribusi tetap 
tiga tahun sekaJi, dan kesanggupan Corporate social responsibility; 

e. Lama masa kerjasama; 
f. Ketentuan tentang pcracliharaan barang mil ik daerah selama masa 

kerjasama dan penyerahan barang mi l ik daerah pada saat 
berakhimya keijasama; 

g. Ketentuan tentang pemanfaatan barang mil ik daerah oleh Mitra 
KSP dengan pihak l a in ; ' 

h . Ketentuan cidera janj i dan sanksi apabila para pihak tidak 
memenuhi kewajibannya; 

i . Keadaan kahar atau force majeure; 

j . Penyelesaian perselisihan; dan 
k. Ketentuan tentang pemutusan kontrak/perjanjian kerjasama 

secara sepihak. 

(2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan 
kontrak/perjanjian KSP barang mil ik daerah adalah peraturan 
perundang-undangan yang berlaku d i Indonesia. 

j 

• Bagian Kedua 
Jaminan Pelaksanaan dan Penandatangan Naskah KSP 

i 

Pasal 25 
I 

(1) Nilai jaminan pelaksanaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah)' dengan jangka waktu sesuai dengan tahapan 
pelaksanaan pengembangan kawasan. 

(2) j£tininan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank pengkreditan 
Takyat), dan' disampaikan selambat-lambatnya sebelum 
penandatanganan perjanjian KSP. 

(3) Penandatanganan perjanjian KSP di lakukan setelah calon Mitra KSP 
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. 

(4) Banyaknya rangkap perjanjian KSP dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian KSP asli, terdiri dari: 

1. perjanjian KSP asli pertama un tuk Bupati dibubuhi matcrai 
pada bagian yang ditandatangani oleh Mitra KSP; dan 

2. perjanjian KSP asli kedua tmtuk Mitra KSP dibubuhi materai 
pada bagan yang ditandatangani oleh Bupati . 

b. ran^cap perjanjian KSP lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila 
diperluksui. ] 

(5) Pihak yang berwenang menandatangani perjanjian KSP atas nama 
Mitra KSP adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta 
Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan 
peraturan perundang-imdangan. 

(6) Khak yang berwenang menandatangani perjanjian KSP atas nama 
Pemerintah Daerah adalah Bupati. 

i 
i 
t 
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i 
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1 
(7) Perjanjian KSP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta 

notaris. | 
i 

i Bagian Ketiga 
Perubahan KSP 

i Pasal 26 

(1) Perubahan perjanjian KSP dapat dilakukan kecuali dalam hal: 
a. Pcngalihan objek KSP kepada pihak lain; dan 
b. Penurunan kontribusi tetap, penurunan kenaikan kontribusi 

tetap, dan/atau b a g hasil keuntungan. 
\ 

(2) Perubahan peijanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam akta notaris. 

Bagian Keempat 
Berakhimya KSP 

i 

i Pasal 27 
i 

Perjanjian KSP berakhir apabila: 

a. Berakhimya jangka waktu kerjasama; 
b. Diakhiri berdasarkan putusan pcngadilan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; atau 

c. Diakhiri sepihak oleh Pemerintah Daerah karena hal tertentu. 

Pasal 28 

(1) Pemerintah Daerah dapat mengakhiri perjanjian kerjasama secara 
sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huru f c karena 
memenuhi salah satu unsur d i bawah in i : 
a. Mitra KSP^ tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar 

kontribusi j tetap dan bagi hasil keuntungan selama 2 (dua) 
tahun bert iuut- turut ; 

b. Mitra ? KSP tidak mampu menyelesaikan 
pembangunan/pengembangan kawasan wisata dalam jangka 
waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; 

c. Mitra KSP mengalihkan objek kerja sama kepada pihak lain. 

(2) Pengakhiran perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersifat final. ; 

i 
1 
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I Pasal 29 

i 
(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa kerjasama, 

Mitra KSP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati tentang data 
seluruh barang mil ik daerah dan sarana prasarana yang dibangun 
terkait dengan objek KSP. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
membentuk Tim un tuk menilai dan memeriksa kebenaran laporan 
yang disampaikan oleh Mitra KSP. 

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian oleh t im 
tcrdapat ketidakbenaran tcrhadap isi laporan, maka Bupati meminta 
Mitra KSP untuk melakukan perbaikan laporan. 

f 

Pasal 30 
I 

i 
Pada saat peijanjian KSP berakhir, mitra KSP wajib menyelesaikan segala 
kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dan pihak lain terkait 
pelaksanaan KSP. > 

5 
I t 
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Bagian Kelima 
I Penyerahan Objek KSP 
Dalam rangka berakhimya KSP 

1 Pasal 31 

(1) Mitra KSP wajib menyerahkan seluruh barang mil ik daerah dan 
sarana prasarana yang dibangun dalam keadaan baik, serta 
manajemen pengelolaan objek KSP kepada Pemerintah Daerah pada 
saat berakhimya keijasama. 

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
berita acara serah terima. 

(3) Apabila Mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menyerahkan seluruh barang mi l ik daerah, sarana prasarana yang 
dibangun, dan manajemen pengelolaan, maka Pemerintah Daerah 
mengambil al ih seluruh barang mil ik daerah dan manajemen 
pengelolaan objek keijasama tanpa adanya penyerahan dari Mitra 
KSP. 

i 

I Bagian Keenam 
Perpaqjangan KSP 

i 

Pasal 32 

(1) Perjanjian KSP dapat diperpanjang sesuai kcsepakatan para pihak 
dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



i 

(2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Mitra KSP wajib menyerahkan terlebih dahulu objek 
KSP berikut sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari KSP 
kepada Pemerintah Daerah dilengkapi dengan dokumen terkait dan 
berita acara serah terima. 

(3) Permohonan perpanjangan KSP harus disampaikan oleh mitra KSP 
kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum 
perjanjian KSP berakhir. 

(4) Perpanjangan [ KSP dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 
mendapat kajian t im yang dibentuk Bupati. . 

r 

(5) Perpanjangan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pcnycsuaian kontribusi tetap dan b a g hasil keuntungan yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(6) Perpanjangan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam perjanjian KSP baru. 

Bagian Kett^uh 
I Pengawasan Pelaksanaan KSP 

f Pasal 33 
1 

( 
(1) Pemerintah Daerah bcrwenang un tuk melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan isi perjanjian kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: 

a. SKPD yang membidangi pengawasan; 

b. SKPD yang membidang aset; 

c. SKPD yang membidangi pariwisata; 

d. SKPD yang membidangi keciptakaryaan; dan/atau 

e. Lcmbaga Independen yang di tunjuk oleh Bupati. 

(3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan 
pada mitra KSP. ! 

BAB VII 
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN 

Pasal 34 

(1) Pengembangan kawasan dilaksanakan oleh mitra KSP dengan nilai 
sesuai yang tertuang dalam dokumen perjanjian kerjasama. 

(2) Pengembangan kawasan dilaksanakan dengan jangka waktu sesuai 
yang tertuang dalam dokumen perjanjian kerjasama. 

(3) Pengembangan kawasan dapat dilakukan secara bertahap dengan 
jangka waktu maksimal sesuai yang tertuang dalam dokumen 
perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

i 
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(4) Pengembangan ; kawasan dilaksanakan dengan tahapan sebagai 
berikut: \ 
a. Pengajuan dokumen perencanaan; 
b. Pemaparan pm design; 
c. Pemaparan reinew design; 
d. Pemaparan final design; 

e. Verifikasi teknis; 
f. Pelaksanaan dan pengawasan; dan 
g. Pelaporan dan penilaian aset. 

(5) Tahapan pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huru f a, huru f b, huru f c, huru f d, dan huruf e 
dilaksanakan dan selesai pada tahun pertama KSP. 

(5) Setiap pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dituangkan dalam berita acara. 

(7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
memuat: : 
3. Rencana u m u m pengembangan kawasan; 
d. Detail engineering design (DED); 

C. Tahapan pelaksana£ui pengembangan kawasan; 
d. Rencana anggaran biaya; dan 
e. Spesifikasi teknis. 

(8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus 
mendapatkan verifikasi dari Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati 
dengan keanggotaan: 
a. SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan; 
b. SKPD yang membidangi keciptakaiyaan; 
c. SKPD yang membidangi lingkungan hidup; 
d. SKPD yang membidangi pariwisata; 
e. SKPD yang membidangi kelautan; 
f. SKPD yang membidangi aset; dan 
g. SKPD yang membidangi administrasi pembangunan. 

i 
(9) Nilai pengembangan kawasan yang diakui adalah nilai hasil verifikasi. 

i 

BAB VIII 
KETENTUAN KHUSUS 

1 Pasal 35 

KSP atas Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria dilaksanakan dengan 
ketentuan khusus sebagai berikut: 
a. KSP tidak mengubah status barang mil ik daerah yang menjadi objek 

KSP; 
b. Mitra KSP wajib membayar: 

1. kontribusi tetap per tahtm; dan 
2. bagi hasil keuntungan per tahun. 



Mitra KSP wajib memberikan kenaikan kontribusi tiga tahun sekaJi 
dengan besaran tetap dari ni lai kontribusi tetap tahun sebelumnya; 
Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra KSP dilakukan dibayarkan 
setiap tahun dengan ketentuan: 
1. Untuk tahun pertama harus dilakukan pada saat 

penandatanganan perjanjian KSP; 
2. Untuk tahun berikutnya harus dibayarkan paling lambat tanggal 

31 Januari tahun berjalan; 
3. Pembayaran dilakukan ke rekening kas u m u m Pemerintah 

Daerah. ! 
Pembayaran bagi hasil keuntungan dilakukan ke rckening kas umum 
daerah setiap tahun paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; 
Keterlambatan pembayaran kontribusi tetap, bagi hasil keuntungan, 
dan pelaksanaan pengembangan kawasan dikenakan sanksi denda 
sebesar 1 %o (satu per seribu) per hari ; 
Mitra KSP wajib memberikan Corporate social responslbUity dalam 
bentuk uang dan/atau barang yang diserahkan langsung kepada 
masyarakat sekitar; 
Mitra KSP wajib mempekerjakan kembali pekerja yang telah ada di 
objek KSP dan mengakomodir pedagang yang telah ada selama in i ; 
Mitra KSP wajib mengutamakan tenaga kerja lokal, pedagang lokal, 
dan meperhatikan kearifan budaya lokal; 
Mitra KSP wajib membebaskan biaya akses masuk ke objek KSP 
dengan kartu tanda khusus kepada masyarakat, pedagang, nelayan 
yang mempimyai mata pencaharian tetap d i objek KSP; 
Mitra KSP wajib membebaskan biaya akses masuk kepada 
Pemerintah Daerah atau instansi lainnya dalam rangka pengawasan, 
kegiatan kepemerintahan, atau kegiatan sosial/kepentingan umum 
lainnya; 1 
Mitra KSP dilarang menebang kayu yang ada d i Objek KSP tanpa izin 
tertulis dari Bupati, dan hak pemanfaatan kayu hasil tebangan 
menjadi hak Pemerintah Daerah; 
Wajib mentaati,ketentuan perizinan, membayar pajak dan retribusi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang 
menjaminkan atau men^adaikan barang mi l ik daerah yang menjadi 
obyek KSP; j 
Dalam hal mitra KSP membangun sarana dan prasarana di atas 
tanah yang menjadi objek KSP, Bupati memberikan izin untuk 
penerbitan hak guna bangunan atas nama Mitra KSP; 
Biaya penerbitan hak guna bangunan atas nama mitra KSP menjadi 
tanggungjawab mitra KSP; 
Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan mil ik Pemerintah 
Daerah, dapat' dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
Izin mendirikari bangunan (1MB) atas pembangunan/penambahan 
bangunan harus atas nama Pemerintah Daerah. 

i 
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I BABZX 
KETENTUAN LAIN-LAJN 

• Pasal 36 

(1) Jadual pelaksanaan tender ditetapkan oleh panitia tender. 
(2) Contoh bentuk atau format dokumen kelengkapan tender ditetapkan 

oleh panitia tender. 

B A B X 
KETENTUAN PENUTOT 

Pasal 37 

Peraturan Bupati i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
i 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pacitan ^ 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal25->-Tahun 2013 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



BAB DC 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 36 
I 

(1) Jadwal pelaksanaan tender ditetapkan oleh panitia tender. 
(2) Contoh bentuk atau format dokumen kelengkapan tender ditetapkan 

oleh panitia tender. 

B A B X 

! KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 37 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
I 

( 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pacitan 1 

i Ditetapkan d i Pacitan 
; pada tanggal 23 - 7 - 2013 

BUPATI PACITAN 

Diundangkan dl Pacitan 
Pada tanggal 2 3 J u U 2 0 1 3 

^ SEKRETARIS DAERAHj^. 

Ir. MULYONO. MM. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19571017 198303 1 014 

Cap.ttd 

INDARTATO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 31 



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI 
NOMOR : 31 TAHUN 2013 
TANGGAL! 2 ? ' ? - TAHUN 2013 

PBTA WILAYAH KAWASAN WISATA PANTAI TELENG RIA 

u 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



LAMPIRAN n : PERATURAN BUPATI 
NOMOR : 31 TAHUN 2013 
TANGQAL; 23 - 7 - 2 0 1 3 

TATA CARA EVALUASI 

A. TAHAPAN EVALUASI 
Panitia tender melaksanakan evaluasi dengan tahapan sebagai ber ikut : 

1. TAHAP. I EVALUASI ADMINISTRASI 
2. TAHAP. II EVALUASI TEKNIS 
3. TAHAP. I l l PEMBUKTIAN KEBENARAN DATA 

B. TAHAP I. EVALUASI ADMINISTRASI 
1. Evaluasi administrasi dilaksanakan dengan cara meneliti kelengkapan 

administrasi yang ditetapkan dan harus dipenuhi oleh pemohon/ peserta 
tender • 

i 
2. Evaluasi administrasi dilaksanakan berdasarkan kriteria lulus dan gugur 

dengan ketentuan: 
a. Permohonan yang disampaikan lengkap dan memenuhi syarat 

administrasi yang diminta dinyatakan lulus; 
b. Permohonan yang disampaikan tidak lengkap dinyatakan gugur; 

3. Permohonan memenuhi syarat dan dinyatakan lulus Evaluasi Administrasi 
apabila menyampaikan dan memenuhi persyaratan administrasi ya i tu : 

a. Peikta integritas 

b. Copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 

c. AsU keterangan domisiU dikeluarkan kepala desa/lurah; 
d. Copy identitas pimpinan perusahaan sesuai dengan akta pendirian dan 

perubahannya; 

e. Copy ij in usaha; 
1. Masih berlaku; 
2. Diterbitkan instansi yang berwenang; 
3. Bidang usahajasa pariwisata; dan 
4. Sub bidang pengelolaan objek/kawasan pariwisata; 

f. Copy NPWP;: 

g. Copy SPT Tahun 2012; 
h . Copy laporan pajak badan usaha masa bulan April, Mei, dan Jun i 

Tahun 2013; 
i . Copy identitas penandatangan permohonan: 

1. Masih berlalcu; dan 
2. Diterbitkan instansi yang berwenang. 

j . AsU surat kuasa (jika diwakilkan); 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Khusus ditujukan un tuk kegiatan tender KSP kawasan wisata 

pantai teleng ria; 
3. Ditandatangani direktur perusahaan; dan 
4. Berstempel perusahaan. 

i 
I 

i 
I 



k. Asli surat pemyataan tidak pailit; 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Ditandatangani direktur perusahaan; dan 
3. Berstempel perusahaan, 

1. Asli surat pemyataan tidak masuk daftar hitam perusahaan; 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Ditandatangani direktur pemsahaan; dan 
3. Berstempel pemsahaan. 

m. AsU surat pemyataan tidak dalam pengawasan pengadilan: 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Ditandatangani direktur pemsahaan; dan 
3. Berstempel pemsahaan. 

n. AsU surat pemyataan kesan^upan memperkerjakan kembaZi para 
pekerja pada objek kerjasama: 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Ditandatangani direktur pemsahaan; dan 
3. Berstempel pemsahaan. 

o. Asli surat pemyataan kesanggupan memprioritaskan penempatan para 
pedagang yang telah ada pada objek kerjasama: 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Ditandatangani direktur pemsahaan; dan 
3. Berstempel pemsahaem. 

p. AsU surat pemyataan kesanggupan memberikan corporate social 
responsibility: 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Ditandatangani direktur pemsahaan; dan 
3. Berstempel pemsahaan. 

q. AsU surat permohonan: 
1. Alamat surat ditujukan kepada bupati cq. Panitia tender; 
2. Bemomor dan bertanggal; 
3. Jangka waktu surat permohonan selama 60 (enam puluh) har i 

kalender sejak batas akhir pengajuan permohonan; 
4. Jangka waktu KSP; 
5. Bcrtandatangan asli; 
6. Berstempel pemsahaan asU; dan 
7. Bermaterai Rp 6.000,00. 

r. AsU lampiran nilai kontribusi tetap; 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Disebutkan dalam angka (nominal mpiah) dan humf , j i ka ada 

perbedaan antara angka dan huru f maka yang dipakai adalah 
huruf; \ 

3. Ditandatangani direktur pemsahaan; dan 
4. Berstempel pemsahaan asU. 

s. AsU lampiran nilai kenaikan kontribusi tetap setiap tiga tahun sekali; 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Disebutkan dalam prosentase; 
3. Ditandatangani direktur pemsahaan; dan 
4. Berstempel pemsahaan asU. 

t. AsU lampiran ni lai bagi hasil keuntungan; 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Disebutkan dalam prosentase; 
3. Ditandatangani direktur pemsahaan; dan 
4. Berstempel pemsahaan asli. 

! 

( 



u . Asli lampiran ni lai pengembangan kawasan; 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Disebutkan dalam angka (nominal rupiah) dan huruf, j i ka ada 

perbedaan antara angka dan huru f maka yang dipakai adalah 
huruf; ' 

3. Ditandatangani direktur perusahaan; dan 
4. Berstempel perusahaan asli. 

r 

V. AsU lampiran jangka waktu/tahapan pengembangan kawasan; 
1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Ditandatangani direktur perusahaan; dan 
3. Berstempel perusahaan asU. 

w. AsU copy buk t i setor jaminan permohonan: 
I 

X. copy dokumen kerjasama perusahaan atau afiUasinya: 
1. Sesuai dengan sub bidang pengelolaan objek/kawasan pariwisata; 

dan ; 
2. Dibuktikan dengan menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama 

asU atau copy yang dilegaJisir pejabat berwenang. 
y, AsU dokumen isian data perusahaan: 

1. Bermaterai Rp 6.000,00; 
2. Ditandatangani direktur perusahaan; dan 
3. Berstempel perusahaan asU. 

z. Copy rekening koran atas nama perusahaan sendiri atau afiUasinya. 

aa. Copy neraca perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh 
akuntan publik sesuai peraturan yang berlaku. 

bb. Dokumen kajian besaran kontribusi tetap. 

cc. Dokumen kajian kenaikan kontribusi tetap tiga tahun sekali. 

dd. Dokumen kajian bagi hasil keuntungan. 

ce. Surat Pemyataan kebenaran dokumen 

TAHAP. U EVALUASI TEKNIS 
! 

1. Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap permohonan yang dinyatakan lulus 
administrasi i 

2. Evaluasi teknis menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan 
memberikan ni lai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang 
dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan memberikan skoor 
penilaian. ; 

3. Unsur dan bobot penilaian adalah sebagai ber ikut : 
I 
! BOBOT 

NO I UNSUR PENILAIAN 
1. NILAI KONSTRIBUSI TETAP 15 
2. KENAIKAN KONSTRIBUSI TETAP 15 
3. NILAI BAGI HASIL KEUNTUNGAN 25 
4. NILAI PENGEMBANGAN KAWASAN 15 
5. PENGALAMAN PERUSAHAAN 15 
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN , 5 

PENGEMBANGAN KAWASAN 
JUMLAH 100 



4. Kriteria dan skoor penilaian masing-masing adalah sebagai ber ikut : 
a. KONSTRIBUSI TETAP 

NO KRITERIA SKOOR / SYARAT 
MINIMAL 

1. Jumlah konstribusi tetap 
ditetapkan 

Rp. 
300.000.000,00 

2. 
Usulan nilai konstribusi tetap 
dengan jumlah kurang dari Rp. 
300.000.000,00 

GUGUR 

f 
t 

b. KENAIKAN KONSTRIBUSI TETAP 3 (TIGA) TAHUN SEKALI 

NO KRITERIA SKOOR/SYARAT 
MINIMAL 

1. Jumlah kenaikan tetap minimal 
ditetapkan 5 % 

2. 

Usulan nilai kenaikan 
konstribusi tetap dengan jumlah 
kurang dar i 5 % (lima) prosen 
dinyatakan 

GUGUR 

I 
I 

c. NILAI BAGI HASIL KEUNTUNGAN 

NO ' KRITERIA SKOOR/SYARAT 
MINIMAL 

1. Nilai bagi hasil keuntungan 
minimal 5% 

2. 

i 
Usulan ni lai bagi hasil dengan 
jumlah kurang dari 5% (lima 
perseratus) dinyatalan 

GUGUR 

d. NILAI PENGEMBANGAN KAWASAN 

HO KRITERIA SKOOR/SYARAT 
MINIMAL 

1, Jumlah investasi minimal 
ditetapkan 

Rp. 
15.000.262.000,00 

2. 

Usulan nilai investasi dengan 
jumlah kurang dari Rp. 
15.000.262.000,00 (Uma belas 
milyard dua ratus enam puluh 
dua ju t a rupiah) dinyatakan 

GUGUR 

e. PENGALAMAN PERUSAHAAN 

NO 1 KRITERIA 
t 

SKOOR 

1. Setiap pengalaman mengelola 
KSP kawasan wisata pantai 

1,00 



J 

I 

2. Setiap pengalaman mengelola 
KSP sclain kawasan pantai 

0,75 

3. Setiap pengalaman mengelola 
kawasan pantai bukan KSP 

0,50 

4. Setiap pengalaman mengelola 
usaha wisata yang bukan KSP 

0,25 

f. PELAKSANAAN PENGEHBANOAN 

NO KRITERIA SKOOR 

1. Pelaksanaan investasi pada 
tahun I (pertama) 

5.00 

2. Pelaksanaan investasi pada 
tahun I I (kedua) 4,00 

3. Pelaksanaan investasi pada 
tahun III (ketiga) 

3,00 

4. Pelaksanaan investasi pada 
tahun IV (keempat) 

2,00 

5. Pelaksanaan investasi pada 
tahun V (kelima) 

1,00 

5. Penilaian 
a. PENILAIAN KONSTRIBUSI TETAP : 

Ketentuan penilaian 
1. Bobot nilai maksimal - 15 (lima belas) 
2. Nilai konstribusi tetap minimal - Rp. 300.000.000,00 /tahun 
3. Peserta yang mengusulkan nilai konstribusi tetap kurang dari 

Rp. 300.000.000,00 / tahun dinyatakan GUGUR 
Cara penilaian 
1, Nilai konstribusi tetap tertinggi yang diusulkan oleh pemohon 

digunakan sebagai bilangan pcmbagi terhadap usulan masing-
masing peserta tender; 

2. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah ni lai 
yang diusulkan peserta dikalikan bobot maksimal yaitu 15 (lima 
belas) \ 

Rumus perhitungan 

l^tlat konstribusi tetap perusahaan.^. 

Ntlai konstribusi tetap tertinggi 
X mat BcbotMaksimal (15) 

Keterangan : 
Nilai konstribusi tetap perusahaan adalah usulan besaran ni lai 
konstribusi tetap yang diusulkan oleh suatu perusahaan 
Nilai konstribusi tetap tertinggi adalah usulan nilai konstribusi 
tetap tertinggi yang diusulkan oleh suatu perusahaan. 



b. PENILAIAN KENAIKAN KONSTRIBUSI TETAP 
Ketentuan penilaian 
a. Bobot nilai maksimal - 15 (lima belas) 
b. Nilai kenaikan konstribusi tetap minimal setiap lima tahun 

ditetapkan 5% 
c. Peserta yang mengusulkan kenaikan konstribusi tetap 

kurang dari 5% dinyatakan GUGUR 

Cara penilaian : 

a. Nilai kenaikan konstribusi tetap tert ingg digunakan sebagai 
bilangan pembagi terhadap usulan masing-masing peserta 
tender, 

b. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah ni lai 
yang diusulkan peserta tender dikalikan bobot maksimal yaitu 
15 (lima belas). 

Rumus perhitungan 

Kenaikan Nilai konstribusi tetap perusahaan.... 

— ——; ,^ , : — X Nilai Bobot Maksimal (IS) 
Kenaikan Nilai konstribust tetap tertinggi ^ ^ 

i 
i t 

c. PENILAIAN BAGI HASIL KEUNTUNGAN 
Ketentuan penilaian 
a Bobot ni lai maksimal - 25 (dua puluh lima) 
b. Prosentase bagi hasil keuntungan minimal adalah = 5 % / 

Tahun, 
c. Peserta yang mengusulkan ni lai konstribusi kurang dari 5 % / 

tahun dinyatakan GUGUR 
\ 

Cara penilaian : 
a. Nilai bag hasil keimtungan pemohon tertinggi digunakan sebagai 

bilangan pembag terhadap usulan masing-masing peserta 
tender; 

b. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah ni lai 
yang diusulkan peserta dikalikan bobot maksimal yaitu 25 (dua 
puluh lima) 

Rumus perhitungan 

Nilai bagi hasil keuntungan perusahaan.... 

Nilai bagi hasil keuntungan Perusahaan Tertinggi 
X Nilai Bobot Maksimal (2S) 

i 
KeterangEin : 
a. Nilai bagi hasil keuntungan perusahaan adalah besaran nilai bagi 

hasil keuntungan bersih yang diusulkan oleh perusahaan kepada 
Pemerintah Daerah. 



b. Nilai bagi hasil keuntungan perusahaan tertmggi adalah nilai bagi 
hasil ,tertinggi yang diusulkan oleh perusahaan kepada 
Pemerintah Daerah. 

» 
PENILAIAN INVESTASI PENGEMBANGAN KAWASAN 
Ketentuan penilaian 
a Bobot nilai maksimal - 15 (lima belas) 
b. Jumlah nilai investasi minimal adalah Rp. 15,000.262.000,00 

(lima belas milyard dua ratus enam puluh dua r ibu rupiah) 
c. Peserta yang mengusulkan ni lai investasi minimal kurang dari 

Rp. 15.000.262.000,00 (lima belas milyard dua ratus enam 
puluh dua ribu rupiah) dinyatakan GUGUR 

Cara penlalan: 
a. Nilai : investasi minimal tertinggi yang diusulkan suatu 

perusahaan digunakan sebagai bilangan pembagi terhadap 
usulan masing-masing peserta tender 

b. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah nilai 
yang diusulkan peserta dikalikan bobot maksimal yaitu 15 (lima 
belas); 

Rumus Perhitungan 

Ntlat investasi minimal perusahaan.... 

Nilai investasi minimal Perusahaan Tertinggi 
X Nilai Bobot Maksimal (15) 

e. PENILAIAN PENGALAMAN PERUSAHAAN 
Ketentuan penilaian 
a. Bobot ni lai maksimal - 15 (lima belas) 
b. Setiap I pengalaman mengelola KSP kawasan wisata pantai 

diberikan skor 1,00 (satu koma nol-nol) 
c. Setiap pengalaman mengelola KSP selain kawasan wisata pantai 

diberilmn skor 0,75 (nol koma tu juh pu luh Uma) 
d. Setiap pengalaman mengelola kawasan wisata pantai bukan KSP 

diberikan skor 0,50 (nol koma lima puluh) 
e. Setiap pengalaman mengelola kawasan wisata pantai bukan KSP 

diberikan skor 0,25 (nol koma dua puluh lima) 

Cara penilaian : 
a. Jumlah skor tertinggi dari peserta tender digunakan sebagai 

bilangan pembag terhadap usulan masing-masing peserta 
tender; 

b. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah skor 
yang diusulkan peserta dikalikan bobot maksimal yaitu 15 (lima 
belas). \ 

Rumus perhitungan 
i 

Jumlah skor perusahaan.... 
Jumlah skor perusahaan Tertinggi 

X Nilai Bobot Maksimal (IS) 



PENILAIAN WAKTU PELAKSANAAN INVESTASI PENGEMBANGAN 
KAWASAN 
Ketentuan penilaian 
a. Bobot nilai maksimal = 15 (lima belas) 
b. Jangka waktu pelaksanaan investasi adalah maksimal 5 tahun 
c. Peserta tender yang mengusulkan jangka waktu pelaksanaan 

investasi melebihi 5 tahun dinyatakan GUGUR 
d. Peleiksanaan investasi pada tahun pertama diberikan skor : 5 
e. Pelaksanaan investasi pada tahun kedua diberikan skor : 4 
f. Pelaksanaan investasi pada tahun ketiga diberikan skor : 3 
g. Pelaksanaan investasi pada tahxin keempat diberikan skor : 2 
h . Pelaksanaan investasi pada tahun kelima diberikan skor : 1 

t 

Cara penilaian : 
a, Jumlah skor tertinggi dari peserta tender digunakan sebagai 

bilangan pembagi terhadap usulan masing-masing peserta tender; 
b. Penilaian dihitung dengan cara membandingkan jumlah nilai yang 

diusulkan peserta dikalikan bobot maksimal yai tu 15 (lima belas) 

Rumus perhitungan : 

Jumlah skor perusahaan.... 
Jumlah skor perusahaan tertinggi 

X NUai Bobot Maksimal (15) 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


